
BUPATI SAROLANGUN, 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana celah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Meoteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedomao Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menecapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Belanja Hibah; 

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan 
Kabupaccn Sarolangun. Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi, dan Kabupacen Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Neg;,ra Republik Indonesia Nomor 3903) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Uodang Nomor 14 
Tahun 2000 tenrang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969): 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tab.an 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400. 
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M£MU'MJSKAN : 
Menetapkan : Pt;;RATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBt;;RIAN DAN 

Pt;;RTANGGUNGJA\VA6AN 6t;;LANJA HIBAH. 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebag;aimana telah beberapa kali diu bah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan keduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang H.ibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor -1577): 

7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengeloJaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telab beberapa kali diubab terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Pcdoman Pemberian Hibab dan Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Angga.ran Pendapatan dan 6elanja 
Daerah sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

12.Peraturan Daerab Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 
2012 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7); 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Sarolangun (Lemabaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 
2017 Nomor 10); 

14.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD] Kabupaten Sarolangun Tahun Aoggaran 20 J 8 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 
11); 
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Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni seluas-Juasnya 
dalam sistem dao prinsip Negara Kesaruan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaJ unsur penyelenggara 
Pemerinlahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaien Sarolangun. 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjumya disingkat DPRD atau 

sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerab tersebut. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selaojutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleb pemerintah daerah dao DPRD dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

l 0. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai rugas 
melaksanakao pengelolaan APBD dan bertindak sebagaJ bendahara umum 
daerah. 

11. Satuan Kerja Pengetola Keuangan Oaerah yang selanjumya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
pengelolaan APDB. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjumya disingkat Sls.'PD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran / barang. 

l3. Tim Anggaran Pcmerintah Oaerah yang selanjumya disingkat TAPD adalah 
tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh 
sekretaris daerah yang mempunyai cugas menyiapkan serta melaksanakan 
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya 
terdiri dari pejabat pereneana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai 
dengan kebutuhao. 

14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKO 
adalah rencana kerja dan anggaran bagian keuangan selaku bendahara 
umum daerah. 

IS. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan peoganggaran yang berisi program, 
kegiatao dan anggaran SKPD. 

16. Dokumen Pelaksana Anggarao PPKD yang selanjumya disingkat DPA- PPKD 
rneru pakan dokurnen pelaksanaan anggaran bagian keuangan sela ku 
bendahara umum daerah. 

BAB I 
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17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPO yang selanjumya disingkat DPA­ 
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja seriap 
SKPD yang digunakan sebabagi dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemeri.ntah daerah 
kepada pemerintah atau pemerintah daerab Jainnya, perusahaan daerah, 
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah 
ctitetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. serta 
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

19. Bendahara Pengeluaran adalab pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyirnpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanngungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

20. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 

21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPO dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai nasal yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

22. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota 
masyarakat warga oegara republik indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kegiatan, profes], fungsi, agama dan kepercayaan cerhadap tuhan 
yang maha esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka 
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang 
bersifat nasional ctibentuk berdasarkan ketenruan perundang-undangan. 

23. Kas Umum Daerah adalah tempar penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar selurub pengeluaran daerah. 

24. Rekening Kas Umum Oaerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh peogeluaran daerah pada 
bank yang ditetapkan. 

25. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerab yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih, 

26. Surat Penyectiaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaJ 
dasar penerhitan SPP. 

27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh peja.bat yang hertanggungiawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pernbayaran. 

28. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang 
ctigunakao/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
untuk penerbitan SP2D atas heban pengeluaran DPA-SKPD. 

29. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya ctisingkat SPM-LS 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D aras beban pengeluaran DPA-SKPD kepada 
pihak ketiga. 

30. Surat Perintab Pencairan Dana yang selanjumya disingkat SP2D adalah 
doku men yang digunakan sebagai dasar penca.iran dana yang diterbitkan 
oleh BUD berdasarkan SPM. 
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PasaJ 6 
(I) Hibah kepada Pemerlntah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huru.f 

a diberikan kepada satuan kerja dari Kementrian/Lembaga Pemerintab Non 
Kementrian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan 
Seperti : TNI untuk TMl.ID, Karya Bhakti dan Pengamanan Daerah. 
Kepolisian untuk Pengamanan Daerah, LVRJ, Komando Menwa Batalyon, 
Koni,PMIJ. BOP PAUD, PM!. Pramuka. 

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 5 huruf b dibenlcan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran 
daerah sebagaimana di amanatkan peraruran perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka unruk meningkatkan 
pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan ketenruan peraruran 
perundang-undangan. 

Hibah dapat diberikan kepada: 
a. Pemerintah; 
b. Pemerintab Daerah lainnya; 
c. Badan Usaba Mili'k Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerab (BUMD); 
d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

lndonesiaMasyarakat. 

Pasal 5 

PasaJ 4 
(I) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan 

daerah. 
(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelab 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan 
pilihan. 

(3) Pemberian hibah sebagaimana dima.ksud pada ayat ( 1) ditujukan untuk 
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah 
sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung dalarn 
terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan 
dengan memperhatikan asas keadilan, keparutan, rasionalitas, dan rnanfaat 
untu.k masyarakar. 

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memenuhi kriteria 
paling sedikit: 
a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 
b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus 

setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 
kecuali ditencukan lain oleh peraturan perundang-undang; 

c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung 
terselenggaranya fungsi pemerintahan. pembangunan dan 
kemasyarakatan: 

d. Memenuhi persyaratan penerima hibah. 

Pasal3 
Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah berupa uang. 

BAB II 
RUANG UNGJ...'UP 

Pasal2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan 
penatausahaan. pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 
evaluasi pemberian hibah yang bersumber dan APBD. 
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(I) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaba Milik Negara atau 
Sadan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga. serta organisasi 
kernasyarakatan sebagaimana diroaksud dalam Pasal 6 dapat menyampaikan 
usulan hibah secara tenulis kepada Bupati. 

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!). 

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyarnpaikan 
hasil evaluasi berupa rekomeodasi kepada Bupati melalui TAPD. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) sesuai deogan prioritas dan kemampuan keuangan daerab. 

BAB JJJ 
PROSEDUR PENGANGGARAN 

Pasal 8 

Pasal 7 

(1) Hibah kepada Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) 
diberikan dengan persyaratan paling sedikrt: 
a. Memiliki kepengurusan yangjelas di daerah yang bersangkutan; 
b. Memilki surat keterangan domisili dari lurah /kepala desa setempat atau 

sebutan lainnya; dan 
c. Berkedudukan dalam wilayab administrasi Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. 
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : 
a. Telah terdattar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 

tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang·undangan; 
b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan; 
c. Memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan. 

(4) Hibah kepada Sadan Usaha Milik Daerah BUMD) sebagaimana dimaksud 
dalarn pasal S buruf c di berikan dalam rangka untuk meneruskan hibah 
yang diterirna Pemerintah Daerab dari Pemerintah Pusat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang undangan. 

(S) Hibah kepada Badan dan l.embaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 
huruf d di berikan kepada Sadan dan Lembaga: 
a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan 

peraturan perundang-u ndangan; 
b. Yang bersifat nirlaba. sukarela dan sosial yang telah memliki surat 

keterangan terdaftar yang masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat sepanjang masih bidup dan sesuai dengan perkernbangan 
masyarakat, dan keberadaannya diakui pemerintah pusai, dan/atau 
pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan dari 
instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai 
dengan kewenangannya. 

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruI d diberikan kepada organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau orgarusasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukurn perkumpulan yang telah 
mendapatkan pengesaban badan bukum dari kementerian yang membidangi 
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang­ 
undangan seperti ; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Karang Taruna, 
Organisasi K.emahasiswaan, Organisasi Kepemudaan. 

[ IIIIN U I PEii Afll/Wi O UP Ill 1) 
" . 6. 



BABV 

PEL.APORAN DAN PERTANOOUNOJAWABAN 
Pasal 15 

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan kepada KDH melalui PPKO 
tembusun SKPD terkait. 

Pasal 14 
(I) Bupati menetapkan daftar penerima hi bah besena bcsaran uang yang a.kan 

dihibahkan dengan keputusan kepala daerab berdasarkan peraturan daerah 
tentang APBO dan peracuran Bupati tencang penjabaran APBO 

(2) Oartar penerima hibah sebaga.imana dimaksud pada ayat (JJ menjacti dasar 
penyaluran/penyeraban hibah. 

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerab kepada penerima 
bibah dila.kukan setelah penandatanganan NPHD. 

BABIV 
PELAKSANA.c\N PENATAUSAHAAN 

PasaI 13 
Pelaksanaan anggaran hibah bcrupa uang berdasarkan aras OPA·PPKO. 

Pasal 12 

SKPO terkait yang melakukan evaluasi usulan mencantumkan daftar nama 
penerima, alamat penerima dan besaran hibah yang ditetapkan dengan 
keputusan Bupati. 

Pasal 11 

(l) Hibah berupa uang sebagaimana dimak:sud dalam pasal 10 ayat (I) 
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, 
objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD. 

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1): 
a. Pemerintah; 
b, Pemerintah Oaerah lainnya: 
c. Perusahaan daerah; 
d. Masyarakat dan 
c. Organisasi Kemasyarakacan. 

Pasal 10 

(1) H.ibah berupa uang dicantumkan daJam RKA·PPKD. 
(2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayai (l) menjad.i dasar 

penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraruran perundang-undangan, 

Pasal 9 

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dima.ksud 
dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi 
anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi anggaran hibah berupa uang. 

{WIT PEllbTIIR~N DUPAII) 
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Pada Saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 16 
Tahua 2017 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah 
(Serita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Namer 16), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 20 

Pasal 19 

Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemcrintah daerah dalam 
tabun anggaran berkenaan. 

Pasal 18 

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas 
penggunaan hibah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : 
a. La po ran realisasi hi bah; 
b. Surat Pemyataan tanggungjawab mutlak penggunaan dana hibah; 
c. Bu kti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; 

(3) Pertanggungiawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b 
disampaikan kepada KDH sedangkan c disimpan oleh penerima sebagai objek 
pemeriksaan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b 
disampaikan kepada KOH paling lam.bat tanggal 10 januari tahun berikutnya 

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi: 
a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepa)a daerah; 
b. Kepurusan kcpala daerab tentang penetapan daftar penerima hibah; 
c. NPHD: 
d. Pakta integritas dari pencrima hibah yang mcnyatakan bahwa hibah yang 

diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; 
e. Bukti transfer uang atau bukti serah terima ba.rang/jasa. 

PasaJ 17 

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jcnis belanja hibah pada PPKD 
dalam tahun anggaran berkenaan. 

PasaJ 16 
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THABR;;;i~ZAU 

SERITA DAERAH KABUPATEN SAROI.ANOUN TAHUN 2018 NOMOR 

Diundangkan di Sarolangun 
pada tanggal q .)C\'4" .. " 2018 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SAROI.ANOUN, 

CEK ENDRA 
- 

Ditetapkan di Sarolangun 
pada tanggal 17 .Jo~v.,.· 2018 

1 BUPATI SARO\.J\NOUN, 

~ 

TELAU DITELITJ KEBEl'IARAN.VYA 
'r ;,..tt'«i[Q.j SP~ KAaNi HUClM O,.'I Hl,,;I 

lh l4ia.1'¢\1 .. Mt,e 

___,- 
•H~AO HASRJ SH 

•' \9si}t91, ~ !..-Nil", 11$11110 tJ11!3 I~..., 

Peraruran Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Sarolangun. 

Pasal 21 
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